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Oleh karena itu kejahatan ini sering di sebut while collar crime atau kejahatan
kerah putih.

Termasuk didalamnya masalah yang sering terjadi adalah di tingkat kepala
Dinas yang berada di Kabupaten. Salah satunya di linkungan Dinas Kesahatan.
Seperti yang terjadi di Dinas Kesehatan Kabupaten Tobasa yang melibatkan
kepala dinasnya dalam pengadaan barang dan jasa yang tidak terbuka sechingga
menimbulkan kecurangan dalam proses tender dalam pengadaan barang/jasa
tersebut. Sebagai kepala dinas seharusnya hal tersebut tidak lah ﬁantas terlebih
mengenai kesehatan orang banyak. Hukuman yang setimpal harus lah di terima
karena ini menyangkut nasib orang banyak.

Tidak habis habisnya para pelaku korupsi melakukan pekerjaan kotor tersebut
walau sudah banyak yang tertangkap baik yang masih jadi tersangka atau pun
yang sudah terpidana. Banyaknya pemikiran pemikiran yang salah dari
mengartikan jabatan banyak yang orang beranggapan jabatan adalah sebuah
pekerjaan bukan pengabdian kepada masyaratkat dan negara dan banyak yang
berpendapat jabatan adalah bagai ladang emas yang berharga tidak peduli dengan
cara apa yang akan di tempuh untuk medapatkanya yang semakin tinggi sebuah
jabatan semakin besar berpeluang untuk melakukan praktik praktik korupsi.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis perlu membahas dalam bentuk
skripsi denga judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak pidana Korupsi Dalam
Proyek Dinas Kesehatan Di Kab. Tobasa (Studi Kasus Nomor: 64/PID.SUS K/

2013/PN.Mdn)”
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membatasi sejauh mengenai penyebab terjadinya korupsi dan hanya apakah
putusan Pengadilan Negri Medan Nomor: 64/PID.SUS.K/ 2013/PN.Mdn telah

memenuhi rasa keadilan didalam masyarakat.

1.4. Perumsuan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di kemukakan diatas, maka
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :
1. Apa yang menjadi penyebab terjadinya Korupsi di lingkungan dinas
kesehatan Kabupaten Tobasa?
2. Apakah penerapan hukum Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor :
64/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn. Terhadap perkara tindak pidana korupsi yang
di lakukan kadis kesehatan kabupaten Tobasa telah memenuhi rasa

keadilan di masyarakat?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Ketika melakukan sebuah penelitian maka pada umumnya terdapat suatu
tujuan dan manfaat penelitian, sama halnya dalam penulisan skripsi ini juga
mempunyai suatu tujuan dan manfaat yang ingin dicapai didalam pembahasan.

adapun uraian tujuan dan manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1.5.1. Tujuan Penelitian
Sehubungan dengan penulisan skrpsi ini adapun tujuan penelitian penulis
adalah sebagai berikut :

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, mengingat hal ini
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lain), tetapi juga mengandung korupsi nilai-nilai moral, korupsi
jabatan/kekuasaan, korupsi politik dan nilai-nilai demokrasi.

¢) Mengingat aspek yang sangat luas itu, sering dinyatakan bahwa korupsi
termasuk atau terkait juga dengan economic crimes dan transnational
crime.

d) Karena terkait dengan masalah politik/jabatan/kekuasaan (termasuk top
hat crime), maka didalamnya mengandung kembar yang dapat
menyulitkan penegakan hukum yaitu adanya penalisasi politik dan

politisasi proses peradadilan pidana.

2.1.4. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi :
Berdasarkan Gone theory yang dikemukakan oleh jack bologne, ada
beberapa faktor yang menyebabkan korupsi yaitu ;

1. Greeds (Keserakahan)

2. Opportunities (kesempatan melakukan kecurangan)

3. Needs (Kebutuhan hidup yang sangat banyak)

4. Exposures (pengungkapan), tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh
pelaku kecurangan apabila pelaku kecurangan apabila pelaku diketemukan
melakukan kecurangan tidak begitu jelas.

Beberapa penyebab timbulnya Tipikor, antara lain:
a. Lemahnya pendidikan agama, moral, dan etika;
b. Tidak adanya sanksi yang keras terhadap pelaku korupsi;

c. Tidaknya suatu sistem pemerintahan yang transparan (Good Governance)
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e Manipulasi sisa APBD.
e Manipulasi dalam proses pengadaan barang dan jasa.

e Penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan pu

2.1.8. Subjek Dan Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Delik-Delik Korupsi
A. Subjek delik korupsi orang dan korporasi
Berlebihan dengan perundang-undangan pidana khusus pidana khusus yang
lain seperti undang-undang nomor 7 tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi
dan perundang-undangan pidana fiskal, yang pemidaan terhadap badan hukum
atau korporasi di mungkinkan, dalam hal ini UU PTPK 1971 mengikuti hukum

pidana umum (KUHP) yang menetapkan dalam pasal 59, yaitu sebagai berikut. -

“Dalam hal-hal yang hukuman di tentukan karrena pelanggaran terhadap
para pengurus, para anggota suatu badan pengurus atau komisaris jika
ternyata bahwa ia tidak turut campur tangan dalam melakukan
pelanggaran.”

Dalam memorive van toelichting pasal 51 ned. W.y.S (pasal 59 KUHP)

dinyatakan sebagai berikut.

“suatu straafbaarfeit hanya dapat di wujudkan oleh manusia, dan fiksi

tentang badan hukum tidak berlaku di bidang hukum pidana.”

Menurut pasal 1 bagian 1 undang-undang nomor 43 tahun 1999 itu:
“pegawai negri adalah setiap setiap warga negara republik indonesia yang

memenuhi syarat yang sudah di tentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang
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B. Pertanggungjawaban pidana dalam delik korupsi

Pertanggungjawaban pidana dalam delik korupsi lebih luas dari hukum
pidana umum. Hal itu nyata dalam hal:
1. Kemungkinan penjatuhan pidana secara in absentia (pasal 23 ayat (1) sampai
ayat (4) UU PTPK 1971; pasal 38 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU PTPK 1999);
2. Kemungkinan perampasan barang-barang yang telah di sita bagi terdakwa yang
telah dunia sebelum ada putusan yang tidak dapat diubah lagi (pasla 23 ayat (5)
UU PTPK 1999) bahkan kesempatan banding tidak ada;
3. Perumusan delik dalam UU PTPK 1971 yang sangat luas ruang lingkupnya ,
yang terutama unsur ketiga pada pasal 1 ayat (1) sub a dan b UU PTPK 1971;
pasal 2 dan 3 UU PTPK 1999;

Penafsiran kata “menggelapkan” pada delik penggelapan (pasal 415
KUHP) oleh yurispundensi baik belnda mawpun indonesia sangat luas. Uraian
mengenai perluasan pertanggung jawaban pidana tersebut di atas dilanjutkan di

bawah ini. Pasal ini diadopsi menajadi pasal 8 UU PTPK 2001.

2.2. Kerangka pemikiran

Kerangka berpikir atau kerangka teoritis (7oritical Framework) atau
kerangka konseptual (Conceptual Framework) yaitu kerangka berpikir dari
peneliti yang bersifat teoritis mengenai masalah yang akan diteliti, yang
menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variable-variable yang
akan diteliti. Kerangka berpikir tersebut di landasi oleh teori—teori yang sudah

dirujuk sebelumnya.

20
UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Univel;&&aesslsvlﬁq)% ﬁreeﬁository uma.ac.id)29/7,/24



Edi Perwira Ginting - Tinjauan Y uridis terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam....

2.2.1. Kerangka Teoritis
A. Teori Kepidanaan
Ada berbagi macam pendapat mengenai pemidanaan ini, namun yang

banyak itu dapat di kelompokan kedalam tiga golongan besar yaitu :

1. Teori absolut
Dasar dari teori ini adalah pembalasan. Ini lah dasar pembenar dan
penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Penjatuhan
pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat di benarkan , karena
penjahat telah membuat penderitaan pada orang lain. Setiap kejahatn
tidak boleh tidak harus di ikuti oleh pidana bagi pembuatnya, tidak
dilihat akibat — akibat apa yang dapat timbul dari penjatuhan pidana itu,
tidak memperhatikan masa depan baik pidan tidak dimaksut satu —
satunya penderitaan bagi penjahat. Tindak pembalasan di dalam
penjatuhan pidana mempunyai dua arah , yaitu :
a) Tujuan pada penjatuhanya ( Sudut subjektif dari pembalasan ).
b) Ditujukan untuk memanuhi kepuasan dari perasaan dendam di

kalangan masyarakat ( sudut objektif dari pembalasan).

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan
Berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk
menegakan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuaan pidana ialah
tata tertib masyaratakat, dan untuk memberi tekanan atau pengaruh

kejiwaan bagi setiap orang untuk takut melakukan kejahtan. Ancaman
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C. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum digunakan untuk membahas permasalahan mengenai
hambatan-hambatan dalam upaya penegakan hukum pemberantasan tindak
pidana korupsi. Teori sistem hukum dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman,
sistem hukum meliputi :

1. Struktur hukum (Legal structure), yaitu bagian - bagian yang
bergerak di dalam suatu mekanisme sistem atau fasilitas yang ada
dan disiapkan dalam sistem. Misalnya kepolisian, kejaksaan,
pengadilan.

2. Substansi Hukum (Legal Substance), yaitu hasil aktual yang
diterbitkan oleh sistem hukum, misal putusan hakim berdasarkan
Undang — undang.

3. Budaya Hukum (ZLegal Culture), yaitu sikap publik atau nilai —
nilai komitmen moral dan kesadaran yang mendorong bekerjanya
sistem hukum, atau keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana
sistem hukum memperoleh tempat yang logis dalam kerangka
budaya milik masyarakat.

Dengan demikian untuk dapat beroperasinya hukum dengan baik, hukum
itu merupakan satu kesatuan (sistem) yang dapat dipertegas sebagai berikut :

e Struktural mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang,

mencakup tatanan lembaga—lembaga hukum formal, hubungan antara

lembaga— lembaga tersebut, hak—hak dan kewajiban—kewajiban.
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Jadi hipotesa dapat diartikan sebagai jawaban sementara yang harus diuji
kebenarannya dalam pembahasan-pembahasan berikutnya, dengan demikian
yang menjadi hipotesa penulis dalam skripsi ini adalah :

Penyebab terjadinnya tindak pidana korupsi di lingkungan dinas kesehatan
karena adanya suatu proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan dinas
kesehatan kab. Tobasa yang sedang ingin di penuhi melalui kerjasama dengan
pihak swasta untuk mengerjakan pengadaan barang dan jasa tersebut dengan
system tender. Yang diadakan dinas kesehatan melalui panitia pelaksana
tender. Agar dapat dipilih yang berhak untuk mengerjakan proyek tersebut.
Sehingga masing-masing peserta tender ingin memenangkan proyek yang
diadakan dilingkungan dinas kesehatan. Dengan demikian para peserta masing-
masing memberikan sejumlah uang kepada kepala dinas kesehatan dengan
maksut mendapatkan proyek tersebut.

Dalam melakukan usaha di Indonesia, Pelaku usaha harus berasaskan
demokrasi ekonomi dengan memperhatikan ke seimbangan antara kepentingan
umum dan pelaku usaha. Sementaran itu tujuan Undang-Undang Nomor 5
tahun 1999 adalah sebagai berikut :

a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi
nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahtraan
rakyat.

b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan
persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian
kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar,

menengah, dan kecil.
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data tersier dalam penulisan skripsi ini adalah kamus bahasa indonesia,
kamus hukum, serta ensiklopedia yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap data primer maupun data sekunder sebagai penunjang

informasi dalam penelitian.

3.3. Analisa Data

Adapun analisa data-data diatas yang telah terkumpul dalam penulisan skripsi
ini yaitu Analisa ini berdasarkan pada data-data yang telah di uraikan pada Bab
IIT dan menggunakan teori-teori yang telah di bahas pada Bab II. Adapun tujuan
dilakukan analisa terhadap data hasil penclitian ini adalah untuk mendeskripsikan
pembahasan atas suatu permasalahan dari objek penulisan skripsi ini. Adapun
hasil analisa data yang di peroleh penulis yang menghubungkan dengan uraian

teori pada Bab sebelumnya yaitu:

1. Dalam data primer yang di peroleh penulis yakni hasil wawancara
dengan narasumber yaitu salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Medan
yang tujuan nya untuk mendapatkan Keterangan yang dapat membantu

pembahasan atas permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

2. Dalam data sekunder yang telah di peroleh penulis yakni hasil sumber
bacaan berupa buku-buku karangan para sarjana, ahli hukum dan
akademisi yang bersifat ilmiah tennasuk data yang akan diperoleh
penulis yakni putusan No. 64/PID.SUS.K/2013/PN.Mdn di Pengadilan
Negeri Medan.

3. Dalam data tersier yang telah di peroleh penulis yakni hasil petunjuk

maupun penjelasan terhadap data primer maupun data sekunder diatas
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